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ABSTRAK 

 

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bahwa: “Putusan arbitrase bersifat 

final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Dan dalam 

penjelasan pasal tersebut lebih ditegaskan lagi bahwa putusan arbitrase merupakan 

putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau 

peninjauan kembali. Namun hal tersebut tidak berlaku pada dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 97 B/Pdt. Sus-Arbt/2016 mengenai amar putusan dari 

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 

tanggal 12 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan. Adapun yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pertimbangan hakim 

Mahkamah Agung dalam memutus sengketa yang telah diputuskan oleh Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia? Serta bagaimana Kedudukan Putusan Arbitrase 

Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang tidak dapat dilaksanakan dengan adanya 

Putusan Mahkmah Agung Nomor 97 B/PDT.SUS-ARBT/2016? Metode penelitian 

yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum normatif.  Bahan hukum yang 

digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan 

Penyelesaian Sengketa Alternatif, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 B/Pdt.Sus-

Arbt/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah 

Agung dalam memutus sengketa yang telah diputuskan oleh Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia yaitu Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013, tanggal 

12 Desember 2014 bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 karena 

untuk menjamin berlangsungnya ketertiban umum maka Putusan Pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak, 

dan dalam perkara tersebut telah mengikuti proses berperkara di Mahkamah 

Agung RI melalui perkara gugatan biasa sampai dengan putusan kasasi, dan para 

Pihak baru mengajukan/membawa perkara tersebut ke forum arbitrase setelah 

adanya putusan kasasi/setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. 

Kedudukan Putusan Arbitrase Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang tidak dapat 

dilaksanakan dengan adanya Putusan Mahkmah Agung Nomor 97 B/PDT.SUS-

ARBT/2016 yaitu masih dapat dilakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase 

yang pada dasarnya merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat harus 

dibuat dengan menjelaskan mengenai akibat dari upaya hukum terhadap putusan 

arbitrase tersebut. 

 




